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LEMBARAN DAEkAH KABUPATEN PEMALANG 
NOMOR 2 TAHUN 2000 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG 
NOMOR 2 TAHUN 1999 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT lI PEMALANG 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nornor 119 Tahun 1998 tentang Ruang 
Lingkup dan Jcnis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan merupakan jenis retribusi Daerah 
Tingkat Il; 

Mengingat 

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengahjuncto Peraturan Pernerintah Nomor 
32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 

2. Undang-Wldang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
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Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik In­

donesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ; 

3. Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1981 tentang Hukurn 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209) : ...,; 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) : 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 60, (Tambahan Lembaran Negara Republik In-· 
donesia Nomor 3839) : 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indo­

nesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258) : ~-

7. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 3692) ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 7 Tahun 1993 

ten tang ............... ( 3) 
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tentang ijin Mendirikan Bangunan dan ljin Undang-undang 

Gangguan Bagi Perusahaan lndustri ; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 

Perubahan : 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi 

Daerah ; 

l l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 

tcntang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi 

Daerah : 

i 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 199g 

tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; 

I >. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 28 Maret 

1957 tentang Mengatur Pembikinan dan Pembongkaran 

Bangunan-bangunan dalam Kabupaten Pemalang 

(Lem baran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1957, Tambahan 

Lembaran Propinsi Jawa Tengah Nomor 57), sebagaimana 

telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang tanggal 31 Juli 1959 (Lembaran Propinsi Jawa 

Tengah Tahun 1960, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa 

Tengah Nomor 21) dan kedua dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1974 (Lembaran 

Propinsi Jawa Tengah 1974 Nomor 62) ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 

Nomor 11 ................. (4) 
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Nomor 11 Tahun t 986 tentang Garis Sempadan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 

1986 Nomor 6) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 

Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah lingkat 

II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah lingka.t 

II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14). 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pemalang. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pemalang ; 

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah 

Tingkat ll Pemalang ; 

d. Pejabat ............... (5) 
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d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku ; 

e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan 

nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan. 

firma, kongsi, koperasi, yayasan. atau organisasi yang 

sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta 

bentuk badan usaha lainnya ; 

f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atz.s kegiatan 

tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan. pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumber 

daya alam, barang, prasanu1a, sarana. atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan ; 

g Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan 

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan 

untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar 

desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai 
dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai, dengan 

Koefisian Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas 
Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) 

yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat 

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ; 

h. Retribusi ............... (6) 
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h. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya 

disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian 

izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada 

orang pribadi atau badan, termasuk merubah 

bangunan; 

1. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribus~ 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ; 

J. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan­

bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan 

dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu 

pemilikan ; 

k. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan 

bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan 

menggali, menimbun atau meratakan tanah yang 

berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan ; 

l. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau 

menambah bangunan yang ada, terrnasuk pekerjaan. 

membongkar yang berhubungan dengan pekerjaar> 

mengganti bagian bangunan tersebut ; 
f 

m. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada 

jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as 

pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau 

pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh di bangun 

bangunan-bangunan ; 

n. Koefisien ............... (7) 
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n. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas 
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan 
luas kavling/pekarangan ; 

o. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok atas 
perbandingan antara_iumlah luas lantai bangunan dengan 
luas kavling/pekarangan ; 

p. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan 
diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas 
dari bangunan tersebut ; 

q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib 
Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran 
retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ; 

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SK.RD adalah surat keputusan yang menentukan 
besamya jumlahnya retribusi yang terutang ; 

~- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BayarTambahan, 
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat 
keputusan yang menentukan tambahan atas jwnlah retribusi 
yang telah ditetapkan ; 

t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan 
yang menentukanjumlah kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi 
yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; 

u. Surat ............... (8) 
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u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk meiakukan tagihan 
retribusi dan atau sanksi administrasi bernpa bunga dan 
atau denda ; 

v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di­
persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dia_iuki 
oleh Wajib Retribusi ; 

w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari. 
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan 
lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan retribusi daerah ; 

x. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan. 

Pasal 3 ............... (9) 
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Pasal 3 

(I) Obyek Retrihusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan. 

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemherian izin mendirikan bangunan 

untuk tempat peribadatan. 

Pasal 4 ._,, 
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 

mendirikan bangunan. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Rctribusi Izin Mcndirikan Bangunan digolongkan sebagai rctribusi perizinan 

tertcntu. 

BABIV 

CARA MENGUKUR TJNGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

·~ J f'ingkat penggunaanjasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus 

yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan. 

rencana penggunaan bangunan, hirarkhi kota/wilayah, kelas jalan dan 

kelas bangunan. 

(2 l Faktor-faktor sebagairnana dimaksud ayat ( l) pasal ini, diberikan bobot 

(koefesien). 

(3) Besamya ............... (I 0) 
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(3) Besarnya koefesien sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Koefesien Luas Bangunan 

No. Luas Bangunan Koefesien 

1 Bangunan dengan luas s/d 100 m2 1,00 

2 Bangunan dengan luas s/d 250 m2 1.50 

3 Bangunan dengan luas s/d 500 m2 2.50 

4 Bangunan dengan luas s/d 1000 m2 3.50 

5 Bangunan dengan luas s/d 2000 m2 4.00 

6 Bangunan dengan luas s/d 3000 m2 4,50 

7 Bangunan dengan luas s/d > 3000 m2 5.00 

b. Koefesien Tingkat Bangunan 

No. Tingkat Bangunan Koefesien 

1 Bangunan 1 lantai l,00 

2 Bangunan 2 lantai 1,50 

3 Bangunan 3 lantai 2,50 

4 Bangunan 4 lantai 3,00 

5 Bangunan 5 lantai 

keatas 4.00 

c. Koefesien ............... ( 11) 
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c. Koefesien Guna Bangunan 

No. Guna Bangunan Koefesien 

1 Bangunan Sosial 0,50 
2 Bangunan Perumahan 1,00 
3 Bangunan fasilitas umum 1,00 
4 Bangunan pendidikan 1,00 
5 Bangunan kelembagaan/kantor 1,50 
6 Bangunan perdagangan dan jasa 2,00 
7 Bangunan Industri 2,00 
8 Bangunan khusus 2,50 
9 Bangunan campuran 2,75 
10 Bangunan lain-lain 3,00 

d. Koefesien kota/wilayah 

I 

No. Hirarkhi kota/wilayah Koefesien I 
I Kota I 1,20 
2 Kota II 1,00 
3 Desa I 0,50 
4 Desa II 0,25 
5 Industri I 1,00 - 1,20 
6 Industri II 0,65 - 0,95 
7 Kawasan Lindung I 0 
8 Kawasan Lindung II I 
9 Ribbon Development I l,01.> 

10 Ribbon Development II 0,80 
11 Pari wisata I 0,75 
12 Pariwisata II 0,50 

e. Koefesien ............... (12) 
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e. Koefesien Kelas Jalan 

No. Kelas Jalan Koefesien 

1 Bangunan dipinggir jalan protokol/ 
jalan utama kota 2,00 

2 Bangunan dipinggir jalan arteri 1,50 
3 Bangunan dipinggir jalan kolektor 1,25 
4 Bangunan dipinggir jalan antar 

,_ 

lingkungan 1,00 
5 Bangunan dipinggir jalan lokal 0,75 
6 Bangunan dipinggir jalan setapak 

Kampung/Desa/Pedesaan 0,50 

f. Koefesien Kelas Bangunan 

No. Kelas Bangunan Koefesien 

1 Bangunan 'Permanen 1,00 
2 Bangunan Semi Permanen 0,75 
3 Bangunan Sementara 0,50 

( 4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien 

sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f Pasal ini. 

BAB V ............... (13) 
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BABV 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

PHal 7 

(I) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan 

untuk menutup sebagian atau sarna dengan biaya penyelenggaraan 
pernberian izin. 

(2) Biaya sebagaimana dirnaksud ayat ( 1} Pasal ini. meliputi biaya pengecekan 

dan pengukuran lokasi. biaya pemetaan dan hiaya transportasi dalam 
rangka pengawasan dan pengendalian. 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESAH.NYA T ARIF 

Pssal H 

( 1) Tarif ditetapkan seragam untuk seti::1p bangunan. 

(2} Struktur dan bcsarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. l 000/m2/JJ311jang. 

(3) Apabila mengenai perubahan yang sifatnya beret. besamya tarif retribusi 
dihitung 50% (lima puluh per seratus) dari tarif sebagaimana dimaksud 

ayat (2) Pasal ini. 

BAB VH 

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI 

Pasal '> 

Besarnya retrihusi yang terutang dihitung dcngan cara mengalikan tari f rctri busi 

sebagaimana ............... ( 14) 
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sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dengan tingkat 

penggunaan jasa sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 4) Peraturan 

I )aerah ini. 

BAB VIII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi yang terntang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin mendirikan 
hangunan diberikan. 

BABIX 

SAAT RETRIBUSI TERUTAN<; 

Pasal 1 I 

Saat tcrutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen 

lain Yang dipersamakan 

BAB X 

SUH.AT PENDAFTARAN 

Pasal 12 

(I) Wajih Retribusi \Vajib mengisi SPTRD. 

( 2 l sp·1 RD sehagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini. harus <liisi dengan 
jelas. benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau 
1-..uasanya. 

( 3) l.kntuk, isi dan tata <.:ara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana 

dimaksud ............... (15) 
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<limaksud ayat ( 1) Pasal ini. ditetapkan oleh Bupati Kcpala Daerah. 

BAB XI 

PENF:TAPAN RETRIBUSI 

Pasal 13 

' I ) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat ( 1) Peraturan ... 
Daerah ini. retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SK.1{D atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan 

atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 

jumlah retribusi yang terutang. maka dikcluarkan SKRDKBT 

( >) Bentuk. isi. dan tata earn penerbitan SKRO atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat ( l) pasal ini dan SKRDKBT 

sebagaimana dimaksud ayat ( 2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati KepaL1 

Daerah. 

BAB XII 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 14 

( l) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

( 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

di persamakan. 

( 3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh 

Bupati Kepala Daerah. 

BAB XIII ............... (16) 
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BABXID 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pual 15 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua 

perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan 

ditagih dengan menggunakan STRD. 

BAB XIV 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 16 

( l) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

( 2 J Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

SKRDKBT dan STRD. 

( 3) Tata cara pembayaran, periyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur 

dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. 

BAB XV 

TATA CARA PENAG!HAN 

Pasai 17 

, I) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebaga1 

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 

7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam .............. (17) 

... 
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(2) Dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/ 
surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang 
terutang. 

(3) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini dibuat oleh pejabat yang ditunjuk. 

BAB XVI 

KEBERATAN 

Pasal 18 

(I) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi 
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan 
retribusi tersebut. 

( 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) bulan 
~ sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT 

dan SKRDLB diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
diluar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 
(2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga 
tidak dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan .............. (18) 

... 
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( 6) Pengajuan keberatan tidak mt!nunda kewajiban membayar retribusi dan 

pdaksanaan penagihan retribusi. 

Pasal 19 

( l) Bupati Kcpala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) hulan 

sejak tanggal surat kcberatan diterima harus membcri kcputusan atas 

kcheratan yang diajukan. 

( 2) Kcputusan Bupati Kcpala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima 

seluruhnya atau sebagian. menolak atau menambah hesarnya retribusi 

yang tcrutang. 

i ·~) .-\pabila _iangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini telah 

lewat dan Hupati Kcpala Daerah tidak memberikan suatu kcputusan. 

kcbcratan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

BAB XVII 

PENGEMBALIAN KELEBIIIAN PF:MBAYARAN 

Pasal 20 

( I i \tas kekbihan pembayaran rctribus1. Wajib Rctribus1 Japat menga_1ukan 

pcrmohonan pcngcmbalian kepada Hupati Kepala Daerah. 
I 

,J 

Bupati Ke pal a Daerah dalam prngka waktu paling lama 6 ( i;;nam) bulan -

scjak d1terimanya permohonan kelebihan pembayaran retrihusi 

:,ehagaimarw d1mak:-,ud ayat ( 1) Pa~~l in1, harus memberikan kt:putusan. 

( ~ 1 .-\paliila iangka waktn sebaga1mana Jimaksud ayat (2) Pa<;al ini. telah 

Jilampau1 dan Bupati Kt:pala Oaerah tidak memberikan suatu ktputusan, 

permohonan pengemhalian kelebihan retribusi Jianggap dikabulkan dan 

SKRDLB .............. (19) 
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SKRDLB hams diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai ~tang retribusi lainnya kelebihan 

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud avat ( 1) Pasal ini, langsung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 

"-" ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling iama 2 (dual 

bu!an sejak diterbitkannya SKRDLB. 

( 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Bupati Kepala Daerah memherikan 

imbalan bunga sebesar 2 % ( dua perscratus) sebulan atas keterlambatan 

pembayaran kelebihan retribusi. 

Pasal 21 

( 1) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara 

tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya 

menyebutkan : 

a. nama dan alamat Wajib Retribusi 

b. besarnya kelebihan pembayaran : 

'--- c. alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retrihusi disampaikan 

secara langsung atau melalui pos tercatat, (3) Rukti penerimaan oleh 

Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan hukti saat 

permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 22 

( l) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat 

Perintah ............... (20) 

,. 
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Pcrintah Membayar Kelebihan Rclribusi. 

( 2) Apabila kclehihan pemhayaran relrihusi diperilitungkan dcngan utang 
retrihusi lainnya sebagaimana Pasal 21 ayat ( 4) Peraturan Daerah ini. 
pembayaran dilakukan dengan cara pcmindahbukuan dan hukti pcmindah­
hukuan juga herlaku sebagai hukti pemhayaran. 

BAB XVIII 

PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 23 

, I I Bupati hcpala lherah d:ipat mcmbcrikan pengurangan. kcnnganan dan 
pcmbcbasan rctribusi. 

1 .~ l Pcmberian penJ.!urangan atau kcringanan rctribus1 scbagairnana dimaksud 
avat (I) Pasal ini. dengan memperhatikan kcmampuan Wajih Rctribusi. 
antara lain untuk 1nengangsur. 

i ~ 1 Pcmbebasan rctnbus1 scbaga1rnana dimaksud avat (I) Pasal mi. antara 
lam d:berikan kcpada \\ajih Rctnbusi :rang dnimpa ticm:ana atam atau 
knusuhan 

' , +i lat:t car;1 pctH!Uran).!,lll. kenn~:;rn:t,1 dan pcmhehasan n:trihu-,1 ditetapkanJ. 

Pich Bupar1 Kerala Uaerah 

BAB XiX 

h\DALI i\VAHSA PFNAC;HL\;\" 

Pa~ai 24 

(I) I lak untuk mclakukan penagihan Rt:trihusi. kadaluwarsa setelah me-

lampaui .............. (21) 
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lampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.nya 
retribusi, kecuali apabila \Vajih Retrihusi melakukan tindak pidana hidan~ 
Retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi ~.chagairmina dimaksud ay;lf ( l _l Pasal 
ini. tertangguh apabila . 
a. diterbitkan Surat Teguran. ,Hau. 
h. ada pengakuan utang retrihu'ii d,m Wajih Rctrihusi heik L.nH!,u111_• 

maupun tidak langsung. 

( 3) Tata cara renghapusan piutang retribus1 yang sudah kadaluwars;1 dimur 
oleh Bupati l(epala Daerah. 

BAB XX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 25 

(I) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sd1ingga 111L·­

rugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama() ( enam l 
bulan atau denda paling hanyak 4 (empat) kali jumlah Retrihus1 yang 
terutang. 

i___, (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( l) Pasal 1111. adalah 
pe l anggaran. 

BAB XXt 

PENYIDIKAN 

Pasal 26 

(I) Pejahat Pegavvai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

di heri ............... (22) 
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di heri wewcnang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana di hidang Rctrihusi Daerah. scha~aimana dimaksud dalarn 

l lndang-undan~ Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

( 2) Wewenang pcnyidik scbagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini adalah : 

a. rnenerima, rnencari. mengumpulkan dan mencliti kcterangan atau 

laporan herkenaan dcngan tindak pidana di bidang Retrihusi Daerah 

agar ketcrangan atau laporan tcrsebut menjadi lengkap dan ielas ; ,_ 

h. meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah : 

c. meminta ketcrangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

schubungan Jeng.an tindak pidana di bidang Retribusi Daerah : 

d. memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 

hcrkenaan dengan tindak pidana di hidang Rctribusi Daerah : 

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan. 

pcncatatan dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan penyitaan 

tcrhadap barang hukti terscbut . 

rnt.:minta hantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan piJana bidang Rctribus1 D<1erall . 
\ 

_, menyuruh berhenti dan atau melarang st:seorang meninggalkan ruangari~ 

:ilau tern pat pada saat pemeril-..saan sedang berlangsung dan memeriksa 

1clt:ntit!ls ,irarn~ atau dokumen yang diba\va sebagaimam1 dimaksud 

i lllfll I '. 

h. rnemotret ,,:,.:11rnng berkait<'ll Jengan ti ndak pidana di bi dang Retribusi 

I >aerah : 

i. memanggil ............... (23) 
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1. memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi ; 

J. menghentikan penyidikan ; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bi dang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

\...'.3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan di­

mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

BAB XXII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepan_iang 

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 28 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai 

~-pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 

5 Tahun 1995 tentang Biaya Pengawasan Bangunan-bangunan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1995 Nomor 7 Seri 

B Nomor 4), dinyatakan tidak herlaku. 

Pasal 29 ............... (24) 
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Pasal 29 

Peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan l>aerah ini dengan penempatannya dalam Lemharau 

Daerah Kabupatcn Daerah Tingkat 11 Pemalang. 

Ditetapkan di Pemalang ·,_ 

pada tanggal I juli 1999 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 
KABliPATEN DAERAH TINGKAT II P E 1\1 A L A ~ G 

PEMALANG 

Ketua. 

Cap 

Ltd. 

ll. TARMlll)JI 

l)1undanl!kan di l\:malang 
paJa tanggal 25 Maret 2000 

SEKRETARIS l>AERMI 
KABllP.-\TEN PEMAL\N(; 

ttd 

Drs. II. MOELJONO 

ttJ. 

Urs. II. MllNIR 

ILM!V\l{,\ 1-.; DAU<All KABUPAI l.N l'fJv1/\i.At..,;(; IAHlJN 2000 NOMOR 2 

PENJELASAN .............. (1 ) 
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ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGAT II PEMALANG 
NOMOR 2 TAHPN 1999 

T F, N T A N <; 

RETRIBlJSI IZIN MENDIRIKAN BAN<;tJNAN 

\...,· PEN.JELASAN UMlJM 

Bahwa dengan ditetapkannya l lndang-undan!! Nomor IX Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah. maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Ting.kat II Pemalan!! Nomor 'i Tahun 1995 tentanµ 

Biaya Pengawasan Bang.unan-banµunan yang didasarkan pada l indan!,!­

undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tcntanµ Pcraturan \ !mum Rctnhus1 

Daerah. dinyatakan tidak berlaku. 

Sehubungan dengan ha! tcrscbut diatas. maka perlu manµatur 

kembali tentanµ Retribusi lzin I\1endirikan Bangunan denµan Peraturan 

Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I s/d 5 

Pasal 6 ayat (I). (2) 

Pasal 6 ayat ( J) 

huruf a. Ii 

Pasal () ayat (3) 

huruf c 

( 'ukup jelas 

( 'ukup jelas 

( 'ukup ielas 

Yang dimaksud hanguna11 lain-lain 

adalah : 

I. Papan Reklamc : 

2 . .lcmhatan ... . . (2) 
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Pasal (I ayat ( 3) 

hurul d s!d l 

Pasal 7 

Pasal X ayat I I) dan (2) 

Pasal X :n at ( 3) 

l'a-.al I...' a\at I l) 

Pasal 12 .iyat (2), (}) Ja11 ( ➔/ 

Pasal I 1 std 29 

2 . .lembatan Pcnyeberanga11 , 

Menarn lt:lckomunikasi 
-i. Menara ,\ir 

.::; Monumen 

<,. l iapura : 

' Bangunan 
(Cungkup) 

Cukup jelas. 

t ·ukup ielas. 

l 'ukup 1elas. 

diatas makam 

Yang dimaksud pcrubahan yang sifat-

11ya bcrat adalah pekerjaan mcngganti 

dan 1atau menambah hagian-bag1an 

Konstruksi bangunan bcrupa 

mcrnbongkar atau menambah 

pagar tcmbok 

:, mnn bongkar a tau men ggan t 1 

f-..onstruksi kap 

Rumlh mengh1tunl! 1-Zetnbusi adal~ 
'-

:.u,h Bangunan \ lanl <Rp.1.00U, \ 

;, ddl's ien-ki 1el esien. 

( ukup jelas. 

Bagi \Vajib Retnhusi yang menggunu­

kan SKKD 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 


